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ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat
tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik di daerah,
maka lembaga pemerintahan di tingkat daerah dituntut untuk mampu memberikan
pelayanan publik yang mudah , cepat dan murah sebagaimana yang selalu diidam —
idamkan masyarakat selama ini. Dan penelitian vang dilakukan oleh peneliti berjudul
“ Analisis Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Langkat ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelayanan yang digunakan oleh pegawai Kantor Pelayanan Terpadu dan hambatan
dalam melakukan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan. Metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh dengan cara
wawancara, observasi sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa
rangkaian kata — kata yang disusun dalam teks kemudian diperluas , lalu data
dianalisis dengan teknik yang menggambarkan kenyataan atau kejadian yang sesuai
dengan pendekatan induktif yaitu menggunakan cara berfikir yang dimulai dari hal —
hal yang khusus menuju hal — hal yang umum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat benar — benar melakukan tugasnya sesuai
dengan visi, misi dan tujuan sehingga dapat mencapai suatu pelayanan yang baik
untuk sekarang dan dimasa depan. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
hambatan yang harus dihadapi oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.
Dan dengan adanya suatu pelayanan yang baik maka terbukti berhasil dengan
meningkatnya kemauan masyarakat untuk memiliki izin usaha.

Kata Kunci : Pelayanan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Cara Kerja
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang ditandai dengan di
tetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa
konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat daerah. Dalam rangka
mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat tercapainya kesejahteraan
rakyat melalui peningkatan pelayanan publik di daerah, maka lembaga pemerintahan
di tingkat daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang mudah,
cepat dan murah sebagaimana yang selalu diidam-idamkan masyarakat selama ini.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat akses masyarakat terhadap pelayanan yang
mudah, cepat dan murah dari pemerintah masih sulit. Oleh karena itu, pelayanan
publik masih harus ditingkatkan. Perbaikan kinerja aparat pelayanan publik
merupakan salah satu isu penting dalam reformasi pelayanan publik diberbagai
negara termasuk di Indonesia.

Dalam lingkup atau skala Nasional seringkali dikeluhkan tentang pelayanan
_publik di instansi pemerintah terutama menyangkut jalur birokrasi yang berbelit —
belit, kondisi tersebut juga sering terjadi juga di daerah-daerah. Seperti pada
umumnya pelayanan publik di Indonesia, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah

baik di tingkat kabupaten atau kota, kecamatan maupun kelurahan juga masih banyak
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dijumpai kelemahan dan kekixrangan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang
diharapkan masyarakat.

Hal ini antara lain dapat diindikasikan dari besarnya dana yang digunakan
untuk membiayai aparatur pemerintah yang tidak diimbangi dengan kualitas
pelayanan kepada masyarakat yang maksimal. Sebaliknya, kualitas pelayanan yang
diberikan instansi pemerintah dapat dinilai sangat buruk. Padahal pemerintah telah
mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik oleh aparatur
negara yang diatur dalam keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(kepmenpan) nomor 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Hakekat instansi pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, yakni
tidaklah diadakan untuk melayani dirinya melaiﬁkan adalah untuk melayani rakyat.
Sehingga dengan kata lain pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan
publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara
sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara (Kurniawan, 2005:4).

Untuk itu Kantor Pelayanan Terpadu merupakan suatu instansi pemerintah
yang memiliki pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas
dan fungsinya dalam mengurus suatu bidang perijinan yaitu Surat Izin Usaha
Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan surat izin yang diberikan
oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan
kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi,

maupun BUMN. Kewajiban pemegang SIUP yaitu melaporkan kepada kepala kantor
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‘Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 63 Tahun 2003 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

" Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006 tentang pedoman
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Mentri Dalam Negeri no. 20 tahun 2003 tentang pedoman tata kerja dan
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu

Kepmenpan no. 81 tahun 1995 tentang kriteria pelayanan publik

Intruksi presiden No. 3 Tahun 2006 tentang penyederhanaan pelayanan terpadu
tentang paket perbaikan iklim investasi

Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat
daerah Kabupaten Langkat

Keputusan Bupati Langkat No. 51 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat

Undang — Undang No. 36 ayat 9 Tahun 2007 tentang kepemilikan SIUP yang tidak
Memiliki Usaha

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Situs internet:
http://www siup.com/surat-izin-usaha-perdagangan (diakses 08 september 2013)

http://www.dautic.com/pentingnya-membuat-surat-izin-usaha-perdagangan.html

(diakses 08 september 2013)

http://www tentangpelayananpublik.blogspot.com (diakses 08 september 2013)
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PEDOMAN WAWANCARA

Bahan wawancara padaka Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat dan

para pelaku pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan.

1. Apakah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat sudah melakukan
sosialisasi?

2. Apakah sudah efektif dan efisien pelayanan yang dilakukan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat?

3. Apa saja hambatan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat dalam
melakukan sosialisasi kepada masyarakat?

4. Apakah para pegawai diberikan pelatihan tentang melakukan suatu pelayanan
yang baik?

S. Sanksi apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat
apabila ada pegawai melakukan kesalahan?

6. Apakah ada bagian khusus yang melayani pertanyaan dari masyarakat yang
ingin mengurus SIUP?

7. Apakah pada pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan ini mengalami
peningkatan atau penurunan?

8. Apakah seluruh pegawai menguasai peralatan yang ada di Kantor Pelayanan
Terpadu?

9. Apa alasan masyarakat tidak mendaftarkan izin usahanya?

10. Apakah daya tanggap dan keramahan petugas sudah terlihat baik atau belum?

11. Apakah para pegawai bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pada Surat

Izin Usaha Perdagangan anda?
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Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

Informan 3

Nama : Bapak Arihta L. L

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan

Informan 4

Nama : Ibu Hadisti Pujiaii

Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Informan 5

Nama : Bapak Muhammad Sopian

pekerjaan : Pengusaha Pupuk dan Obat-Obatan Pertanian
Alamat : JI. Pangkalan Susu No. 12 Lingkungai Sepakat Kec. Berandan Barat
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